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TUGAS AKHIR ASPEK PEMAJAKAN PPh 4 AYAT (2) ATAS JASA PELAKSANAAN YANUAR RISTYA 
 KONTRUKSI OLEH PEMBERI KERJA PEMERINTAH DAN SWASTA 

BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN  

3.1 Kesimpulan  

 Dari urain hasil dan pengamatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Tata Bumi 

Raya, penulis dapat menarik kesimpulan :  

1. PT. Tata Bumi Raya adalah Penyedia Jasa Kontruksi yang dimana PT. 

Tata Bumi Raya memiliki kualifikasi menengah hingga besar dengan 

ditunjukkan sertifikat oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi.  

2. Atas Jasa Pelaksanaan Kontruksi yang dilakukan PT. Tata Bumi Raya 

dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat (2) atas Jasa 

Kontruksi sebesar 3% dari nilai kontrak atau nilai setiap pembayaran 

termin atau angsuran dan juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 

sebesar 10% dari nilai kontrak atau nilai setiap pembayaran.  

3. PT. Tata Bumi Raya melakukan kewajiban melaporkan Pajak 

Penghasilan atas usaha Jasa Kontruksi dengan tepat waktu, jika 

Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak.  

4. PT. Tata Bumi Raya wajib memotong, menyetor dan melaporkan Pajak 

Penghasilan atas usaha Jasa Kontruksi jika Pengguna Jasa bukan 

merupakan pemotong pajak. 

5. Dalam hal pembayaran Pengguna Jasa menggunakan sistem 

pembayaran termin, pemotongan, pelaporan pembayaran berdasarkan 

pencapaian prestasi kerja yang dilakukan PT. Tata Bumi Raya 

 

3.2 Saran Untuk PT. Tata Bumi Raya  

1. Sebagai Pelaksana Usaha Jasa Kontruksi seharusnya PT. Tata Bumi 

Raya memahami mengenai aspek perpajakan yang terkait dengan 

bidang tersebut.  

2. Manajemen yang baik dalam pembuatan Surat Perjanjian Kontrak agar 

tidak ada salah satu pihak yang dirugikan terkait dengan pelaksanaan 

kontruksi dengan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Penyedia 

Jasa.  


